
Menimbang

Mengingat

BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPA'TI MAGF-I3NG
NOMOR'F  TAHUN 201O

TENTANG

BADAN PENANGGUI-ANGAI,I BENCANA DAERAH

KABUPATEN MAGFLANG

.DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

'. a. bahwa wilayah Kabupaten Magelang memil iki kondisi
geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang
potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor
alam, faktor rron alam maupun faktor manusia sehingga
menyebabkan tinrbulnya korban jiwa manugia, kerugakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat
pembangunarr daerah;

b. bahwa untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjacl i
perlu melakukan berbagai Llpaya secara cepat dan tepat,
terpadu darr terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai
kegiatan yang rneliputi  pencegahan, penyelamatan,
tanggap darurat, rehabil i tasi rekonstruksi dan rekonsil iasi;

c. bahwa berdasarkan peft imbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Eladan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang;

:  1  .  Undang-Undang Norror  13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi . lawa Tengah;

2. Undang-Undang Nrrmor 10 Tahun 2OO4 Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia 

-Tahun 
2004 Nomor 53, 

'Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);

3. Undang-Undang Nonror 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran l.legara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Nlegara f lepublik Indonesiq Nomol 44?7) sebagaimana
telah beberapa kali  diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 l 'ahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Lln ang-tJndang Nomor 32 Tahun zOM tentang
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik
lrrdonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indorresia Nclnror 4844):
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6 .

7 .

8 .

'10.

13 .

14 .

11 .

12

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembraran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nornor  66.  Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nor,ror 4723);

Peraturan Pemer intah Nomor 21 Tahun 1gB2 tentang
Pemirrdahan lbukota Kabupaten Daerah 1- ingkat  l l
Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat l l
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat l l  Magetang (Lembaran Negara Republik
Indonesia T 'ahun 1982 Nomor 36) ;

Peraturan Pemerintah hlomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesfa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tetrtang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  tndonesia Nomor 4V41) ;

Peraturan Pemerintah hlornor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan L,gmbaratn Negara f leputrl ik lndonesia Nomor
4828):

Peraturan Pemerintah Nomcr 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuarr Bencana (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nornor  43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4B2e) ,

Peraturan Pemerintah I'lomor 23 
-fahun 

2008 tentang
Peran Serta Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Berrcana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4830) ;

Peraturan Presiden Nomor B Tahun 2008 tentang Badan
Nasional  Penanggtr langan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusr:nan Produk Hukunr Daerah;
Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OO7
tentang Petrrnjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 46 Tarrun 2oog
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
PenangEu[angan Bencana Daerah;
Peraturan Kepata Badan Nasional penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 20OB tentang Fedoman
Pembentukan Badan penanggulangan Bencan-a Daerah;
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Menetaokan

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun
2008 tentang tJrusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemr:rintahan Daerah Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah .Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor  21 ) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nornor 29);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praia (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tattun 2008 Nomor 30);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Oaerah
(Lembararr Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor  31 ) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun
2008 tentang Organisasi dan fata Kerja Kecamatan dan
Keiurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2008 Nomor 32) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun
2008 tentang Organisasi dan 

'Fata 
Kerja Lembaga Lain

(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 33) .

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUP,qTI TENTAI.{G BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAI' i  KABUP/rTEN MAGET-ANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupat i  in i  yang d inraksud dengan:

1.  Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Can Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan d aerah.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. 

-

4- Bencana adalah perist iwa atau rangkaian perist iwa yang mengancam danmengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkln, baik olehfaktor alam dan/atau faktor iql alarn rn'auprn faktor manusia sehinggarnengakibatkan t imbulnya korban i iwa manusia, kerusakan l ingkungan, kerugianharta benda, dampak psikologis.

5. Penyelenggaraan penanggurangan bencana adarah serangkaian upaya yangmel iput i  penetapan kebi jakan pembangrrnan yang ber is iko " t imbulnya 
bencana,keg iata n pe ncega ha n be n ca na, ta n gga p 

-da 
ru rat'cla n- rehabi litas i.

6 '  Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang d i takukansebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau rne"ngr,rrangi ancaman bencana.
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7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta mela[r i  langkah yang tepat guna dan
berdaya guna.

8. Mit igasi adalah serangkaian upaya unfuk.nlengurangi r isiko bencana, baik melalui
pembangunan f isik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan tnenghadapi
ancaman bencana.

9. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang di lakukan dengan
segera pada saat keiadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
dit lmbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar'.  perl indungan, pengurusan pengtrngsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana Cart sarana.

10. Rehabil i tasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat campai t ingkat yang rrem adai pada wilayah pascaberrcana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atar.r berlalannya secara wajar sernua aspek
pemerintahan dan' kehidupan nlasyarakat pada wilayah paseabencana.

11. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada t ingkat pemerintahalt maupun
masyarakat dengan sasaran utama turnbulr dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukurn dan ketert iban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan berrnasyarakat pada
wilayah pascabencana.

12. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan l ingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kernbali
ke lembagaan,  prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabi l i tas i .

13. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu didaerah yang terkena dampak beneana.

14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompck orang dan/atau badan hukum .

15. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan sebelumnya
sebagai akibat terjadinya bencana.

17. Kelompok rentan adalah bayi, anak-anak ibu hamil atau menyusui, penyandang
cacat, orang lanjut usia, kelompok orarrg yang t inggal diwilayah rawan bencana .

BAB I I

PEMBENI UKAI{

Pasal  2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan F)enanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang.

BAB I I I

KEDUDUKp.N,  TUGAS DAN FUNGSI
.  pasa l  3

(1) BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerin.

(2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Bupati.
(3) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Daerah.
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Pasa l  4

(1)  BPBD mempunyai  tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana," peilanganan darurat, rehabil i tasi serta
rekonstruksi secara adil dan setara:

b. rnenetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perundartg-und angan;

c. menyusun, menetapkan dan merrginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencarta pada wilayahnya;
f. nrelaporkan penyelenggaraan penanggularrgan bencana kepada Bupati setiap

bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang cJan barang dalam rangka

penanggulangan bencana;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anrEgaran yang diterima dari sumber-

sumber pembiayaan yang sah;
i .  melaksanakan kewaj iban la in  sesuai  dengan peraturan perut tdang-undangan.

(2)  Penetapan pedoman darr  pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l ' ruruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Daerah dan Badan Nasional  Penanggulangan Betrcana.

Pasal  5

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD
mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapalr kebijakan penarrggu,langan bencarta dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana seeara

terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGAI.IIS,ASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisas i

Pasal  6

Susunan organisas i  BPBD terd i r idar i  :

Kepala;
Unsur Pengarah; dan
tJnsur  Pelaksana.

a .
b .

Bagian Kedua

Unsur  Pengarah

Pasal  7
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasar 6
Pemerintah Daerah terkait serta anggota masyarakat
ditetapkan oteh Bupati.

Pasal 8
Unsur  Pengarah sebagaimana d imaksud c la lam pasal  6
memberikan masukan, saran clan pert imbangan kepada
Pelaksana.

huruf b terdiri atas pejabat
profesiorraf dan ahli  yang

huruf  b  mempunyai  lugas
Kepala BPBD dan Unsur
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Pasal  I

Untuk melaksanakan tugas .sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 8, Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. memantau penyelenggaraan; dan
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga

Unsur  Felaksarra

Pasa l  10

(1)  Unsur  Pelaksana BPBD sebagai rnana d imaksud daiam Pasal  6  huruf  c  berada d i
bavyah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPtsD.

(2) Unsur Pelaksana -BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu
Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.

(3)  Unsur  Pelaksana sebagaimana d inraksud pada ayat  (1)d i te tapkan o lqh Bupat i .

Pasal 1 1

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ntempunyai tugas
melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara terintegrasiyang meliputi :
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat;
c' pascabencana' 

Pasar 12

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimsksud dalam Pasal 11, Unsur
Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a .  koord inas i ;
b. komando;
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggrrlangan bencana pada wilayahnya.

Pasa l  13
Fungsi koordinasi sebagalmana dinraksud dalam Pasal 12 huruf a adalah koordinasi
dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikaldidaerah, lembaga usaha
dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal  14
Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huiuf b adalah komando yang
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya rnanusia, berbag ai peralatan, logistik danorganisasi Perangkat Daerah, instansivert iki l  di daerah serta langkah-langkah"tain yangdiperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasa l  15
Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, actaiah petaksanaantugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat
Daerah, instansi vertikal cJi daerah dan .Serbagai plhax terkait dengan memperhatikankebijakan penanggulangan bencana dan ketent' I"n i"rutrran perundang-undangan.
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Pasa l  16

(1)  Susurran Organisas i  Unsur  Pelaksana BPBD terd i r i  a tas:
a.  Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
d. Seksi Kedaruratan dan Logist ik;
e. Seksi Rehabil i tasi dan Rekonstruksi.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dirnaksud pada huruf b dipimpin seorang
Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepafa Pelaksana.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh
seorang Kepala Seksiyang bertanggung jawab kepada Keoala Felaksana.

Pasal  17

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas
membantu Kepata Pelaksana dalam menEkoordinasikan, merencanakan, membina
dan mengendalikan program-program, adnrinistrasi, kerjasama dan sumberdaya di
b idarrg penanggulangan bencana.

(2) Urrtuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi  :
a. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplif ikasi program perencanaan

dan perumusan kebijakan teknis di l ingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan admirristrasi kelatausahaan, hukum dan peraturan

perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan
kapasitas sumber daya marrusia, keuarrgan perlengkapan dan rumah tangga di
l ingkungan BPBD;

c. fasi l i tasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur'-unsur BPBD;
d. pengkoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lairr yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.
(3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf c mempunyai tugas mennbantu Kepala Pelaksana dalam rnengkoordinasikan,
mqngkgmando, dan melaksana[an pqrumusqn kepijAkAn leknis, pembinaqn Qaq
pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi oan pemberdayaan masyarakat pada
masa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka rneminimalkan resiko atas
kemungkinan terjadinya bencana.

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi
Pencegahan dan Kesiapsiagaan menlpunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mit igasi dan pemberdayaan

masyarakat pada rnasa prabencana serta kesiapsiagaan dalam rangka
meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;

b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pencegahan, mit igasi dan pemberdayaan. pacla rnasa prabencana serta
kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resi l<cl atas kemungkinan terjadinya
bencana;

c. pelaksanaan hubungan keria dengan instansi atau lembaga terkait di biclangpencegahan, mit igasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencani
serta kesiapsiagaan dalam rangka nreminirnilkan resiko atas kemungkinan
terjadinya bencana;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan,
mitigasi dan pemberdayaan masyarakai pada masa pt"uln""n. sertakesiapsiagaan dalam rangka menrinimalkan resiko atas kemunjiin"n terjadinyabencana; dan

e' pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala pelaksana sesuai dengantugas pokok dan fungsinya.
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(5) Seksi Kedaruratan dan Logist ik sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 16 huruf d
mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan tekrris penanggulangan bencana pada masa tanggap
darurat dan dukungan logist ik.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimarra' dimaksud pada ayat (5), Seksi
Kedaruratan dan Logistik mempunyaifungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada masa

tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan
logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan
bencana pada masa tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta
pemberian dukungan logist ik;

c. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada masa tanggap
darurat:

d. 'pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada masa
tanggap darurat, penanganan korban dan pengungsi serta pemberian dukungan
logis t ik ;

e. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penanggulangan bencana pada rnasa tangqap darurat, penanganan korban dan
pengungsi serta dukungan logist ik; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(7t Seksi Rehabilitasi dan Re|<onstruksi sebagaimana dimaksud clalam Pasal 16 huruf
e mempunyai tugas membantu f(epala PelaksAna dalarn mengkoordinasikan,
mengkomando dan melaksanal<an kebijakan teknis di bidang rehabil i tasi dan
rekonstruksi pada masa pascabencana.

(B) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud parJa ayat (7), Seksi'  Rehabil i tasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabil i tasi dan rekonstruksi pada masa

pascabencana;
b. pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan kebijakan teknisdi bidang

rehabil i tasi dan rekonstruksi pada masa pascabencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana;
d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis

rehabil i tasi dan rekonstruksi pada rnasa paserbencana; dan
e. pefaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pefaksana sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Pasa l  18
Guna mendukung upaya penanggulangan bencana, Unsur Pefaksana BPBD dapat
membe'ntuk Satuan Tuoas.

Pasal  19
Bagan organisasi BPPD sebagaimana tercanttrm dalam Lampiran merupakan bagiantidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal  20
BPBD menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplif ikasidalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana.

J I J

pada masa

di  b idang
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Pasa l  21

Kepala Pelaksana BPBD melaksanakan s is tem perrgendal ian in tern d i  l ingkungan
masing-masing.

Pasal  22

Kepala Pelaksana BPBD ber tanggung jawab memimpir r  dan mengkoord inas ikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal i23

Kepala Pelaksana BPBD melakukan pentbinaan dan pengawasan terhadap satuan
organisasi di bawahnya.

Pasal24

Hubungan kerja antara BPBD dan Barlan Penanggulangan Be.ncana Daerah Provinsi
Jawa Tengah dan 'Badan Nasional Penanggulangan Bencana oersifat konsultatif,
koordinatif  dan fasi l i tat i f  dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal  25

Unsur Pengarah membantu Kepala BPBD dalam penyusunan konsep pelaksanaan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana, mernantau dan mengevafuasi
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara akti f .

Pasal  26

Kepala Pelaksana BPBD ber tanggung jawab memimpin dan mengkoord inas ikan se luruh
anggota (pejabat) Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 27

BPBD menyelenggarakan rapat koordirrasi pal ing sedikit 1 (satu) kal i  dalam setahun
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasat 28
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana d i lakukan o leh
Bupat i .

BAB \/I I

PEL\PORAN '

Pasal  29
qlBD berkewajiban menyusun laporan atas penyelenggaraan penanggulangan bencanadalam bentuk antara lain:
a. laporan situasi kejadian bencana;
b. laporan bulanan kejadian bencana;
9 laporan tahunan kejadian bencana;
d. faporan menyeruruh atas penyerenggaraan penanggurangan bencana;e' lapcran penerimaan dan pengwnaan tiantiai" yang berasal diari sumbangan
, masyarakat maupun lembaga donatur; 

t
f' laporan pertanggungjawabin dan kontinjensi bencana dana siap pakai dan danabantuan sosial berupa hibah yang beraial dari a"o"n Nasional FenanggutanganBencana maupun Badan eenanggutangan gen"ana baerch provinsi. lawa Tengah.

$r
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BAB VI t I

FEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya yang timbuldalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dibebankan
pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggar:an Pendapatan dan Belanja Oaerah (.APBD) Provinsi dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak nrengikat.

BAB IX

. KETENTUAN PENUTUP

Pasal  31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,  sepanjang mengenai teknis
pelaksarraannya diatur oleh Kepala BPBD.

Pasal 32

Feraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncJarrgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Diundangkan di Kota Mungkid . -
pada tanigal tS oFroAePI ̂ ol o

Ditetapkan di Magelang
pada ianggal  19 

"oFrote[  Aolo

BUPAT| MAGELANG.
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BUPAT vIAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGF.I -ANG
NOI\4OR .12 TA,HUN 2010

TEN TANG

ANGGARAN BELANJA T iDAK TERDUCA i JNTUK PENDANAAN KEADAAN
D A R u R Ar 

3 iiff,)i^??'ifi iX .'rlT,'J 
G M E RA P I

Men imbang

DENGAI' I  RAHMAT TUHAN YANG I\ ,4AHA ESA

BUPATI  MAGELANG,

bahwa da la rn  rangka penanganan Bencar ta  Le tusan Gunung
[ \ , 4 e r a n i  i p l a h  r l  i a n  a a a r k a n  [ ' a n r  R r s l a n i a  T i c l a k  T e ; - r l r r ^ ^  J ^ r ^ *
, , , - . - f .  - , - . , l J V o l n o l r  t a t t o  L i g r q r r j q  t t v q t \  t u t v u V c l  U d j d l l l

Anggaran  Pendapa tan  da r r  Ee lan ja  Daerah  Tahun  Anggaran
, n l  n .

bahwa sampa i  dengan  saa t  i n i  ak t i v i t as  Gunung  f t 4e rap i  mas ih
da lam s ta tus  awas  dan  dana  yang  te rsed ra  sebaga imana
d imaksud  hu 'u f  a  sudah  t i dak  mrencukup i ;

bahwa  be rdasa rka r r  Pasa l  162  aya t  (4 )  Pe rmendagr i  No rno i '  13
tahun  2006  ten ta f l g  P r :domar r  Penge lo laan  Keuangan  Daerah
, . . r ^ r ^ n  r . \ ^ r  r . ^ r ^ ^ : ^  i i d a k  l p r , J I o n  t j d , n k  m a n c r r k r r n i  d a n a t  d t l a k u k a nU d i d ' l I  I l < 1 1  U < ; l c l l I J d  ( r V c . \  ( s r 9 u y 4  ( r u c l ^  I L C r t U u n  u P l  w o P q t

dengan  ca ra  menggu ' r : kan  dana  da r i  has i l  pen jadwa lan  u lang
^ ^ ^ ^ : ^ ' '  + ^ ' ^ ^ +  t ' ; * 6 ' i 2  n r n l l r a r n  c l a n  k o . r i a t a n  l a i n n ' r a  d a l a m  t a h U n\ - c r p c l l c l :  I  L c l l  9 C t  l \ l {  l U , J c ;  p  u 9 r  o r  I '  w q ,  |  , , s V r q t f r  ,  r q l r  r '  , / q  v c l

anggaran  be r ja lan  oa r r /a tau  meman faa tkan  uang  kas  yang
te rsed  i a :

bahwa  be r , Jasa rkan  pe r t imbangan  sebaga i r -nana  d imaksud  pada
hurL r f  a .  hu ru f  b  o 'an  hu rL r f  c  pe r lL t  rnene lapkan  Pera tu , ' an  Bupa t i
t en tang  Anggaran  Be lan ;a  T idak  te rduga  Un tuk  Pendanaan
Keadaan  Daru ra t  Bencana  Le tusan  Gu ; rung  Merap i  D i  Kabupa ten
Mage lang .

Unda i rg -Undang  Nomor  13  Ta l ' r un  1950  ten tang  Pemben tukan
Daerah -Daerah  l (abupa te r r  oa lam L ingkungan  Prop ins i  Ja l ^ ;a
Tenga i r ;

Undanq -Undang  Nomor  2 t J  TahL rn  l ggg  t en tang  pen l re l engga raan
Negara  yang  Bers i l r  dan  Eebas  da r i  Ko rups i ,  Ko lu rs i  dan
Nepo t i sme  (Lembaran  Negara  Repr :b l i k  I ndones ia  Tahun  lggg
Nomor  75 ,  Tamba f .an  Lem, ra ran  f l ega ra  RepLrb l i k  l ndones ia
Nomor  3851 ) ,

Undang-Undang  Nomcr  17  Tahun  2OO3 ten tang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Repub t i k  I ndones ia  Tahun  2ao3
Nomor 47,  

' [ambahan 
remir : r ran Negara Repubi ik  Indonesia

Nomor 4286\'.

Nlenrr i r rgat  :  i .

h

d .

a



4 .  Undang-Undar tg  Norno r  1  Tanu t t  2004 '  t en tang  Perbendaharaan
Negara  (Lemb: r ' an  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Ta i run  2004
Nomor  5 ,  Tambahan  Lembara r ,  Negara  Repub l i k  I ndones ia
Nomo i '  a355 ) ;

5 .  Undang-Undang  Nomor  ' 10  Ta l ' un  2004  ten tang  Pemben tukan
Pera tu ran  Perundang-undangan  (L .e ; r rba ran  Negara  Rep t lb l i k
l ndones ia  Tahun  2004  Ncmor  53  Tambahan  Lembaran  Negara
Repub l i k  I ndones ia t  Nomor  4389) ;

5 .  Undang-Undang  Nomor  ' 1 f ' '  Tah t r r r  2004  ten tang  Pemer i ksaan .
Per rge lo laan  dan  Tangg t rng ja t vab  Ke l tangan  Negara  (Lembaran
Negara  Repub l i k  l ndones ia  Tahun  2004  Nomor  66 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4400) ,

7 .  Undang-Undang  Nomor  25  l -ahun  2004  ten tang  S is tem

.  Pe rencanaan  Penrbangunan  Nas iona l  (Lembaran  Negara
Repub l i k  i ndones ia  Ta l run  2004  Nomor  104 ,  Tambahan
Lembaran Negara RepLrb l ik  lndonesia Nomor 4421) ' ,

8 .  Undang-UnCang  Nomor  32  Teh t tn  2004  ten tang  Pemer in tahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2004
Nomor  125 ,  Taml - rahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  l ndones ia
Nomcr  4437)  sebaga iman l  t e la l t  d iubah  beberapa  ka l i  t e rakh i r
dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2008  ten tang
Per r , rbahan  Kedua  A tas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik
l ndones ia  Tahun  2008  Norno r  59 ,  Tambahan  Lembaran  Negara
Repub t i k  I ndones ia  Nomo i '  48d4 ) .

9 .  Undang-Undang  Nonro r  33  Tahun  2004  ten tang  Per imbangan
Keuangan antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah
(Lembaran  Negara  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2004  Nomor  126 ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Repub l i k  l ndones ia  Nomor  4438) ,

10 .  Undang-Undang  Non ' ' o r  24  Ta l i un  2007  ten tang  Penanggu langan
Bencana  ( l - embaran  Ne .qa ra  Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2047
Nomcr  66 ,  Tambahan  Le rnbara r t  Neqara  RepL lb l i k  l ndones ia
Nomor 4723).

' 11 .  Pe ra tu ran  Peme; in tah  Nomor  21  Tahun  1982  ten tang
Pemindahar r  l bu rkc ta  Kabupa ien  r Jae rah  T i ' r gka t  l l  Mage lang  da r i
W i layah  Ko tamadya  Daera l r  

- f i ngka t  
l l  Mage lang  ke  Kecamatan

Mungk id  d i  W i layah  Kabupa ten  Daerah  T ingka t  l i  Mage lang
(Lembaran  Negara  Repub l i k  i ndones ia  Tahun  1gB2  Nomor  36 ) ;

12 .  Pe ra tu ran  Pemer in ta l r  Nonro '  58  Tahun  Z00S ten tang
Penge lo laan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Repub l i k
l ndones ia  Tahun  2005  Nomor  140 ,  Tambahan  Lembaran  Neqara
Repub l i k  I ndones ia  Nomor  4S ' /S ) ;

13 .  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nomor  38  Tahun  2007  ten tang  pembag ian
Pemerintahan antara peme,-i ir teh, pemerintahan Daerah provinsi,
dan Pemer intahan Daerah Kacupaten/Kota (Lembaran Negara
Repub l i k  I ndones ia  Tahun  2o t r7  Nomor  BZ ,  Tambahan  Lembaran
Negara Republ ik  l r rdonesia Norror  4737) . ,

14 .  Pe ra tu ran  Pemer in tah  Nc . rno r  2?_"Tah t . t n  2ooB ten tanq  pendanaan
dan  Penge lo raan  Bar r tuan  F iencana  (Lembaran  t Jeg -a ra  Repub l i k
I ndones ia  Tahun  20Cg  Nomor  43 , ) :



Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 13 Tahun 2006 tentarrg
Pedoman  Penge lo taan  l (euangan  Daerah  sebaga imana  te lah
diubah dengan Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peratu lan Menter i  Dalam Neger i
Nc r ro r  13  Tahun  2006  ten tang  Pedoman  Penge io laan  Keuangan
Daerah ;

Pera tu ran  Daerah  Kabupa ten  Mage lang  Non io ;  7  Tahun  2008
ten tang  Pokok -Po l<ok  Penge lo raan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah  Kabupa ten  l y ' age lang  

- [a l run  
2O0B Nomor  7 ) ;

Pe ra tu ran  Daerah  l (abupa ten  Mage lang  Nomor  21  Tahun  20AB
ten tang  Urusan  Pemer in tahan  Yang  N len jad i  Kewenangan
Pemer in tah  Daerah  l (abupa ten  l t / age lang  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 20OB Nomor 21) ' ,

Pe ra tu ran  Daerah  Kabupa ten  Mage lang  Nomor  ' 1  Tahun  2010
ten tang  Anggaran  Pendapa tan  dan  Be lan ja  Daerah  Kabupa ten
Magelang 

- lahun 
Anggaran 2-010 (Lenrbaran Daerah Kabupaten

Mage lang  Tahun  2010  Nomor  1 ) '

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 20 '10
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupa ten  Mage lang  Tahun  Anggaran  2010  (Lembaran  Daerah
Kabupa ten  Mage lang  Tahun  2010  Norno r  B  ) ;

Pe ra tu ran  Bupa t i  Mage tang  l Jomor  3  Tahun  2010  ten tang
Pen jaba ran  Anggaran  Pendapa tan  dan  Be lan ja  Daerah
Kabupa ten  t i / age lang  Tahun  Anggaran  2010  (Be r i t a  Daerah
Kabupa ten  Mage la r :g  TahLrn  20 i0  Norno r  3 )

Pera tu ra r r  Bupa t i  Mage lang  Nomor  29  Tahun  2010  ten tang
Pen jaba ran  Perubahan  Anggaran  P :ndapa ian  dan  Be lan ja
Daerah  Kabupa ten  Mage lang  Tahun  Anggaran  2010  (Be r i t a
Daerah  Kabr - rpa ten  Mage lang  Tahun  2010  Nonro r  29 ) .

MEMUTUS}(AITJ :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANC ANGGARAN BELANJA TTDAK
TERDUGA UNTUK PENDANAAN KEADMN DARL'RAT BENCANA
LETUSANI GUNUNG MFRAPJ DI KABUPATEN MAGELANG.

( 1 )

Pasa l  1

Anggaran  Be lan ja  T idak  Te rduga  un tuk  oenc lanaan  keadaan  da ru ra t  bencana
Le tusan  Gunung  Merap i  D i  Kabupa ten  Mace lang  Tahun  2a1o  sebesa r
Rp '1 .267 .500 .000 ,00  ( sa tu  m i l ya r  dua  ra tus  ena rn  pL r l . . . r h  t u juh  j u ta  l ima  ra tus  r i bu
rup iah ) .
Anggaran Belanja T idak rerduga serragaimana d imaksud pada ayat  (1)
bersumber dar i  uang kas yang tersedia dalanr  tahun anggaran berkenaan.

t c .

l n

17 .

l o :

, { n

20.

21 .

(2)

Pasa l  2

Pengeluaran Belanja Tak Terduga sebagaimana cJirnaksuci  dalam pasal  1 di laporkandalam Laporan Rearisasi  Anggaran t lLul  2oio t ; ; ;  merupakan bagian t idakterpisahkan dar i  peraturan baerah Kabupaterr  
'  

v t igetang tentang LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran penciapatan dan Belanja DaerahKabupaten  Mage lang Tahun 20 j0 .

352



Pasa l  3

Pera tu ran  Bupa t i  i r r i  r : u la i  be r laku  pada  tangga l  d i t rndangkan .

Agar  se t i ap  o rang  menge tahu inya ,  memer in tahkan  pengundangan  Pera tu ran  Bupa t i
i n i  dengan  penempa tannya  da lam Ber i t a  Daerah  Kabupa ten  Mage lang .

D iundangkan  d i  Ko ta  Mungk id
pada tanggal  l0  NOAnkr  Loto

Di tetapkan d l  Kota Mungkid
pada tanggal tB N0vanbr 7Ob

BUPATI MAGELANG,

*a-<-,2.i--azeo ' Fr

S INGGIH SANYOTO

2010 NOMOR t96

SEKRETARIS DAERAH ryAB UPATEN M,\GE L.AI. IG
I
'l
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAGEI.ANG TAhUN
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